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ABSTRAK

Perjanjian perkawinan ini umumnya berisi tentang perjanjian atas harta
bawaan. Namun di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar
Lampung terdapat sebuah pasangan suami istri di mana kedua sebelum
melaksanakan pernikahan, membuat perjanjian perkawinan yang isinya melarang
pihak suami berpoligami. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama,
bagaimana latar belakang terjadinya larangan poligami dalam perjanjian
perkawinan yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang
Bandar Lampung? Kedua, bagaimana perspektif gira’ah mubadalah dan hukum
Islam terhadap larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di
Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung? Penelitian
ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, dengan
mengambil satu kasus pasutri masyarakat Kel. Perumnas Way Kandis Kec.
Tanjung Senang Bandar Lampung. Pengolahan data melalui editing, klasifikasi,
ferifikasi, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif
dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,
pertama, terjadinya larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi
di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
dilatarbelakangi oleh pengalaman hidup bersama orang tuanya dan hal itu sangat
membekas hingga sekarang. Dibuatnya perjanjian perkawinan..dengan alasan
melarang- poligami suami adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak
bertentangan dengan hukum  positif Indonesia. Karena hakikatnya sebuah
perjanjian-adalah sah ketika berdasarkan atas kesepakatan bersama. Sedangkan
secara psikis akan menyakiti _hati para istri dan anak-anaknya. Dampak lainnya,
secara finansial di manapendapatan biasanya-harus dibagi-bagi, sedangkan secara
politik dalam pengambilan“keputusan, perempuan atau istri tidak mempunyai
posisi yang sama dengan suami. Kedua, perspektif hukum Islam terhadap
larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di Kel. Perumnas
Way Kandis, Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, bahwa membuat
perjanjian perkawinan hukumnya mubah, meskipun di dalam al-Qur’an dan hadis
sendiri pun tidak dijelaskan secara langsung. Jika perjanjian tersebut dibuat
dengan klausa melarang pihak lain (dalam hal ini suami) untuk tidak
mempoligami isterinya, hal itu diperbolehkan namun yang perlu ditekankan ialah
harus adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dan setelah perjanjian itu dibuat
maka keduanya diwajibkan untuk menepati isi perjanjian tersebut. Sedangkan
dalam perspektif gira’ah mubadalah, poligami bukanlah solusi dalam relasi
pasutri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. Dalam gira’ah
mubadalah yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan dalam berumah tangga
terdapat lima pilar, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah
dari allah swt., (misagan ghalizan, prinsip berpasangan dan berkesalingan,
perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan, saling memperlakukan dengan
baik, dan kebiasaan saling berembuk bersama. Jika lima pilar ini dipraktikan
secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan
mudah dirasakan dan dinikmati bersama.
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” .
(QS. al-Nisa’ (4):1)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka
penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar
dari kesalahpahaman dalam penafsiran dikalangan pembaca. Dengan jelas
judul proposal skripsi ini ialah “Larangan Poligami dalam Perjanjian
Perkawinan Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Hukum Islam” (Studi Kel.
Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung). Adapun
dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:
1. Larangan Poligami
Kata larangan dalam:Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
memerintahkan. supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan
berbuat. Sedangkan-Poligami berasal. dari bahasa Yunani yaitu Polu dan
Gamein. Polu berarti banyak dan Gamein berarti kawin. maka poligami
artinya perkawinan yang banyak.® Secara istilah poligami dapat diartikan
sebagai kebolehan seorang laki-laki untuk mengawini perempuan dua, tiga,
atau empat, dengan syarat dapat berlaku adil.” Jadi yang dimaksud dengan
larangan poligami vyaitu perintah bagi seorang laki-laki untuk tidak

mengawini perempuan dua, tiga, atau empat.

! Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), 11.
> Supardi Mursalim, Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum
Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16



2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua
belah pihak sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau
sepanjang perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta
kekayaan dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan aturan
(hukum positif dan hukum Islam).?

3. Qira’ah Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengganti,
mengubah, dan menukar. Secara Istilah mubadalah maksudnya ialah sebuah
teori yang dan pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak, yang
mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal
palik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum,
negara dan rakyat, majikan dan buruh, orangtua dan anak, guru dan murid,
mayoritas dan'minoritas, sesama lelaki; sesama, perempuan ataupun antara
laki-laki dan perempuan dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk
kelestarian lingkungan.”

Qira’ah Mubadalah merupakan metode mubadalah yang digagas oleh
Fagihuddin Abdul Kodir yang ingin memastikan kehadiran kehadiran
perempuan sebagai subjek dalam mendekati teks. Sehingga menurut
Fagihuddin Abdul Kodir, akhlak yang maslahat itu harus maslahat untuk
laki-laki dan perempuan. Akhlak yang baik itu hanya bisa dikatakan baik

jika benar-benar baik untuk laki-laki dan perempuan. Begitupun akhlak

% Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam
di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 34.
4 Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019), 60.



yang mulia itu hanya akan mulia dengan sempurna jika perempuan dan laki
laki sama-sama dimuliakan.
4. Hukum Islam
Hukum Islam ialah hukum yang berpijak kitabullah (al-Qur’an) dan
Hadis sebagai sumber utama ijtihad dan pijakan kedua sebagai pelengkap
atau penyempurna sumber utama,® Hukum Islam ialah segala peraturan yang
diambil dari wahyu Allah yang diformulasikan ke dalam empat produk
pemikiran hukum, yaitu figih, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-
undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di
Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, fikih, ibadah,
muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik, dan hukum
internasional.”

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan
judul keseluruhan yaitu. perjanjian dalam perkawinan baik yang dibuat
sebelum, saat ataupun setelah akad nikah untuk melarang suami beristri lebih
dari satu yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang

Bandar Lampung dipandang dari teori gira’ah mubadalah dan hukum Islam.

 Ibid.., 51.

® Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas
Lampung, 2008), 7.

" Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2015), 7.



B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki
dan perempuan,® yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk
menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada
masyarakat.’ Tak hanya manusia bahkan makhluk Allah swt., yang lain pun
seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses
perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan. Saling
kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu
perkawinan.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan.wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.’® Tujtianstersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang
menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami dan istri.™*
Setiap orang atau setiap pasangan suami istri mempunyai caranya masing-
masing dalam menjalani biduk rumah tangganya agar terciptanya suasana
rumah tangga yang harmonis.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, calon istri lebih kritis dalam
persoalan perkawinan. Istri sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan

dalam hal kesetiaan suami. Sebagian kecil umat Islam melakukan poligami

8 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X,
No.4, Juli 2022, 415

® Nasruddin, Figh Munakahat, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 1.

19 sydarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:Renika Cipta), 23.

! Dewani Romli, Fikih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014), 12.



kebanyakan karena alasan syariat Islam membolehkannya. Pada saat ini banyak
calon istri yang menginginkan perkawinan damai tanpa ada pelakor (perebut
laki orang), seperti istri meminta suaminya dalam perjanjian perkawinan untuk
tidak berpoligami. Sebagaimana halnya yang terjadi di Kel. Way Kandis Kec.
Tanjung Senang Bandar Lampung, terdapat salah satu masyarakat yang
membuat surat perjanjian pra perkawinan dengan alasan melarang poligami
kepada calon suaminya.*?

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan dibuat oleh kedua calon
mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-
masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang
disahkan oleh pegawai pencatat nikah.™® Penjanjian ini umumnya berisi tentang
perjanjian atas harta bawaan;, hutang dan lain sebagainya“yang dibuat baik
sebelum. terjadinya akad perkawinan maupun setelah akad perkawinan.

Alasan calon"mempelai perempuan_membuat, klausa melarang suaminya
berpoligami adalah karena ia beranggapan bahwa tidak ada kata adil di dalam
poligami, yang mana jika hal itu terjadi khawatir kelak akan merusak rumah
tangganya serta putuslah harapannya untuk membangun rumah tangga yang
langgeng sakinah mawaddah warahmah. sebagaimana dijelaskan dalam QS.

al-Rum ayat 21.:

&
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12 Nurul, wawancara dengan penulis, di kediamannya di Kecamatan Perumnas Way Kandis Kota

Bandar Lampung, tanggal 21 Juli 2022.

1.

13 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (al-Rum: 21)

Fenomena poligami menjadi wacana yang masih kontroversi, mengundang
berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan pro poligami menganggap bahwa
poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah. Sebagaimana dalam QS. al-
Nisa’ ayat 3 :

Ao
. éjjw) LS’“ ;Lm..j\u_a vﬁqu e b}&.}b

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau
empat...” (Q.S an-Nisa’ [4]:3)

Ayat ini menunjuk pada perintah yang boleh dilakukan oleh seorang laki-
lakismenikahi perempuan yang disenangi.** Batas maksimal.poligami adalah
empat orang. Batasan empat itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., ketika
Gilan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Gilan
untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak

sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.”

Kemudian pada lanjutan ayat :

“...Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.

1% Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 127.
15 R
Ibid.



Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S al-Nisa’

[4]: 3)

Maksud kata adil di sini adalah memberi perlakuan yang sama terhadap
istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya
persamaan dalam hak dan nafkah, pergaulan yang baik dan kelembutan
berkeluarga tanpa berat sebelah. Adapun persamaan dalam masalah cinta dan
kecenderungan hak tidak dapat dituntut karena manusia tidak mampu
melakukannya.'® Oleh karena itu, dapat diperoleh tiga pengertian: Pertama;
Diperbolehkannya menikahi perempuan-perempuan yang disenang. Kedua;
Membatasi jumlah istri sampai empat orang. Ketiga; wajib hanya menikahi
seorang saja jika khawatir akan berbuat zalim (aniaya) jika menikahi banyak
perempuan.

Di sisi lain, kelompok ‘yang kontra menganggap bahwa poligami
merupakan wujud dari praktik diskriminasi_kepada perempuan yang seolah
laki—laki akan menjadi“subjek sedangkan perempuan menjadi objek dalam
rumah tangga.

Aturan tentang perkawinan di Indonesia sendiri diatur secara legal
melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 Ayat (1)
disebutkan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas
monogami di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Selain itu
perkawinan di Indonesia juga menganut prinsip dipersulitnya poligami

sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa pengadilan dapat memberi izin

' Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan, ....... ... 130.



kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.

Bentuk perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus
didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, sehingga terdapat beberapa syarat
atau aturan yang harus dipenuhi dan diikuti oleh seorang suami, agar tidak
menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses
keberlangsungan hidup umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisa kasus
tersebut dalam sebuah teori yaitu teori mubadalah dalam buku Qira’ah
Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir di mana dalam pembahasannya
lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan,’” yang mengandung
nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, ‘timbal balik, dan
prinsip.resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat,
majikan dengan‘buruh;.orang tua dan anak; guru,_dan murid, mayoritas dan
minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan
perempuan, antara individu dengan individu atau dengan masyarakat. Baik
skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi perempuan dalam bentuk
komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan
oleh orang-orang dimasa sekarang untuk generasi kedepan.*®

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk menganalisa kasus tersebut
dengan melihat dari perspektif gira’ah mubadalah dan juga dalam hukum

Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Larangan Poligami dalam

v Faqihuddin Abdul Kodir, “Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan
Resiprokal Islam dalam isu-Isu Gender”, Jurnal Mafhum Mubadalah, Vol. 6, No. 2, (2016), 7.
'8 Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.



Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Hukum Islam

(Studi Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung).

. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian
ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok
permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab
itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan larangan poligami
dalam perjanjian perkawinan studi kasus di Kel. Perumnas Way Kandis Kec.
Tanjung Senang Bandar Lampung. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini
tentang bagaimana perspektif gira’ah mubadalah dan hukum Islam terhadap
larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di.Kel. Perumnas

Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan poligami dalam perjanjian
perkawinan yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung
Senang Bandar Lampung?

2. Bagaimana perspektif gira’ah mubadalah dan hukum Islam terhadap
larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di Kel.

Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneleitian ini bertujuan
untuk sebagai berikut:
1.Untuk mengetahui latar belakang terjadinya larangan poligami dalam
perjanjian perkawinan yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec.
Tanjung Senang Bandar Lampung.
2.Untuk mengetahui perspektif gira’ah mubadalah dan hukum Islam terhadap
larangan poligami dalam perjanjian perkawinan yang terjadi di Kel.

Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Diharapkan dengan penelitian ini- dapat memberikan edukasi dan
wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan
serta memberikan konstribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer
untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus
berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang
memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya
berkaitan tentang problematika larangan poligami dalam perjanjian
perkawinan.
2. Secara Praktis
Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi

penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana
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Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung.

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat
mengetahui secara detail dan jelas tentang larangan poligami dalam
perjanjian perkawinan perspektif gira’ah mubadalah dan hukum Islam.

b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur
sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi
serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai
bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang
perjanjian perkawinan.

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan
acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para

pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dapat dikatakan
sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang
memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus
menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain :
1. Skripsi karya Syahren, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
tahun 2020, dengan judul “Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami pada
Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara

(Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal
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45 dan UU No.l1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)” bahwa
dalam tradisi dan praktik yang dilakukan masyarakat adalah, sebelum
perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang ada syarat-
syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua
mempelai. Dalam syarat-syarat yang diberikan oleh calon istri kepada
calon suami antara lain adalah pertama; suami tidak boleh menikah lebih
dari seorang istri atau istri tidak mau di madu (poligami), kedua; istri tidak
boleh di pisahkan dengan orangtua atau pindah dari kampung (tempat
tinggal asli), ketiga; istri tidak boleh di perkenankan pergi keluar negeri
menjadi TKW jika suami masih sanggup mencari nafkah. Dengan
demikian peneliti membuat rumusan masalah (1) Bagaimana praktik
perkawinan yang terjadi di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara tentang tidak dipoligami sebagai perjanjian nikah? (2)
Bagaimanapendapat ulama figih_.tentang,, praktik perkawinan tidak
dipoligami sebagai perjanjian nikah?(3) Bagaimana praktik perkawinan
dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap tidak dipoligami sebagai
perjanjian nikah? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan
(field of reseach) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case
study), karena penelitian ini terfokus pada gejala social dan hukum dalam
masyarakat. Penulis memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Desa
Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara membuat perjanjian

perkawinan yakni tidak dipoligami (poligami) sebelum akad nikah
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dilaksanakan yang di sampaikan oleh calon istri dan calon mertua untuk
calon suami yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
Ulama figih berbeda pendapat terhadap persoalan perjanjian perkawinan.
Akan tetapi masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten
Batubara memiliki pemahaman keagamaan yang merujuk pada pendapat
imam Syafi’i yakni nikahnya sah (boleh) dan syarat perjanjian perkawinan
batal. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan melanggar batas-batas hukum, agama
dan kesusilaan.*

2. Jurnal karya Aldilla Gemiyu Pawitasari, Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia pada Jurnal Lex Renaissance No. 2
Vol. 4 Juli 2019, denganjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen
Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami DisIndonesia”, bahwa
penelitian ini‘ditingau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) dan Dekrit Presiden No, 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam. Hukum positif maupun hukum Islam hanya mengenal
perkawinan monogami terbuka, namun tidak menutup kemungkinan juga
untuk seorang suami melakukan perkawinan poligami dengan syarat
sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dengan
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Masalah yang

diambil adalah pertama, bagaimana penerapan pembagian harta bersama

1 Syahren, “Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan
Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan
UU No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29),” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
2020), tersedia di http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8328, (akses pada tanggal 9 Mei 2022)



http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8328
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dalam perkawinan poligami di Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan
hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami? Penelitian
ini  merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk
menemukan kebenaran koheren. Pembagian harta bersama dalam
perkawinan poligami dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan
istri. Istri pertama berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan antara
suami dan istri kedua, namun istri kedua tidak berhak atas harta dari suami
dan istri pertama. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta
bersama tersebut maka dapat dilakukan dengan perjanjian pra-nikah antara
suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan
adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam
melindungi hak-hak istri.terutama tentang harta kekayaan yang di dapat
selama perkawinan.”

3. Jurnal karyarZuhair.Salam Asoni, Rachmi Sulistyarini dan Fitri Hidayat,
tahun 2019, pada Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian
Perkawinan Dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, bahwa penulisan
karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap
perjanjian perkawinan dengan klasula melarang poligami menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karya tulis

2 Aldilla Gemiyu Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum
Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia” (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2019), Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol. 4 Juli 2019, tersedia di: https://journal.uii.ac.id/L ex-
Renaissance/article/view/15232 (diakses pada tanggal 9 Mei 2022)



https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15232
https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15232
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ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunankan
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approach). Penjelasan mengenai perjanjian
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian
perkawinan tidak termasuk taklik talak. Pasal 29 Undang-Undang
Perkawinan tidak menyebutkan klausula-klausula apa saja yang boleh
diatur dalam perjanjian perkawinan, hal ini menjadikan tidak adanya
kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan klausula
melarang poligami. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dengan
klausula melarang poligami ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum
tertentu yang berpengaruh pada‘perjanjian perkawinan<yang dibuat. Dari
hasil penelitian tersebut deiperoleh hasil bahwa perjanjian perkawinan
dengan klausula:melarang poligami bertentangan dengan batas hukum dan
agama (Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan), kemudian menurut
pengujian perjanjian pada umumnya, perjanjian ini juga tidak memenuhi
syarat objektif (kausa yang halal) syarat sahnya perjanjian yang ada pada
pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian perkawinan tersebut batal
demi hukum. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan menyebabkan
batalnya seluruh klausula yang ada dalam perjanjian perkawinan karena
dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan dalam perkawinan
tersebut. Kemudian Perjanjian perkawinan yang batal demi hukum ini

maka juga tidak akan memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga.



16

Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada, bergitu pula dengan keterikatan
para pihak antara suami, istri dan pihak ketiga tidak pernah lahir di
antaranya.”

Dari ketiga penelitian di atas, maka terdapat kesamaan dengan judul
penulis, yaitu sama-sama membahas tentang larangan poligami dalam
perjanjian perkawinan dengan alasan tidak melakukan poligami. Namun,
terdapat perbedaan yang lebih spesifik dengan judul penulis yaitu terdapatnya
perbedaaan teori yang digunakan yakni penulis menggunakan teori gira’ah
mubadalah dan hukum Islam dalam menganalisa kasus di lapangan khususnya
yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar

Lampung.

. "Metode Penelitian

Metode merupakan suatau cara atau teknis yang dilakukan dalam proses
penelitian. Sedangkan “penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu
pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsi
dengan hati-hati, sabar serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.?

Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

2L zuhair Salam Asoni, Rachmi Sulistyarini dan Fitri Hidayat, “Akibat Hukum Perjanjian

Perkawinan Dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019, tersedia
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3471 diakses pada tanggal 9 Mei 2022.
22 Mardalis, Pendekatan Penelitian Metode Proposisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

di:


http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3471
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya,
penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik
dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-
tengah kehidupan masyarakat,® yang bertujuan untuk mengumpulkan
data dari lokasi atau lapangan.?* Dalam hal ini data maupun informasi
bersumber dari Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang
Bandar Lampung, guna memperoleh data yang berhubungan dengan
larangan poligami dalam perjanjian perkawinan di Kel. Perumnas Way
Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.

b...Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitik yaitu
suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian
disimpulkan.”® Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang
diminati.?® Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan

data dengan meninjau larangan poligami dalam perjanjian perkawinan

23 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2008), 28.

2Ahmadi Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

% zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 106.

%) exy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.
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perspektif gira’ah mubadalah dan hukum Islam studi kasus di Kel.
Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.
2. Sumber Data
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka
yang menjadi sumber data adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk
dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah ', yakni
hasil wawancara dengan responden yang berada di Kel. Perumnas Way
Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung yang hanya terdapat
satu kasus di daerah tersebut:
b..Data Sekunder
Data sekunder adalah data.wyang wmenjelaskan bahan hukum
primer,?® atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-
buku dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan, data yang
diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya
inilah yang disebut secondary data (data sekunder).?® Seperti Al-
Qur’an dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini
yaitu buku yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia karya

Zainuddin Ali, Figh Munakahat karya M. A. Tihami dan Sohari,

z; Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 106.
Ibid, 107.
2 sypranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 67.
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Qira’ah Mubadalah karya Fagihuddin Abdul Kodir, dan lain
sebagainya.
3. Pengumpulan Data
Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan
metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.*
Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian,
Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan
untuk mendapatkan 'data yang. akurat dan tidak ‘menyimpang dari
pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk.mendapatkan data,
penyusun melakukan wawancara-dengan, sepasang suami istri yang
berada di Kel. Way Perumnas Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar
Lampung.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa
berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat
berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.®

Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini

%0Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.
31 Cholid Naruko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.
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dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau
dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran
umum penelitian yaitu pada masyarakat Kel. Perumnas Way Kandis
Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.
4. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan
metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.*? Pengolahan
data umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (editing) adalah mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau
relevan dengan masalah.

b Penandaan data (coding) adalah. pemeriksaan catatan atau tanda yang
menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu
hukum_ataurdekumen), atau urutansrumusan masalah (masalah yang
pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.

c. Rekontruksi data (recontructing) yaitu menyusun ulang data secara
teratur, logis sehingga mudah difahami dan di interpretasikan.

d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka
sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data
Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan

diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-

%2 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.
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hasil yang telah diperoleh.®® Metode analisa data dilakukan secara
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa masalah larangan poligami dalam perjanjian perkawinan perspektif
gira’ah mubadalah dan hukum Islam. Dalam analisis kualitatif, peneliti
menggunakan berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-
fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik
generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti
dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga
didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data
peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaaan
dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk
selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang

berkaitan.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka

pembahasan dalam penyusun laporan penelitian di kelompokkan menjadi bab
yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama
lain, sehingga di peroleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun

sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar

yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang

terdiri dari penegasan istilah, latar belakang masalah, identifikasi masalah,

% Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.



22

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan
teori yang di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam
penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan
perjanjian perkawinan, poligami dan teori Qira’ah Mubadalah yang digagas
oleh Fagihudin Abdul Kodir.

Bab I1I: Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kelurahan Perumnas
Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung serta hasil
wawancara masyarakat dengan responden.

Bab IV: Analisa terhadap latar belakang terjadinya larangan poligami
dalam perjanjian perkawinan.yang terjadi di Kel. Perumnas'Way Kandis Kec.
Tanjung. Senang Bandar Lampung serta analisis perspektif gira’ah mubadalah
dan hukum Islam terhadap larangan poligami dalam perjanjian perkawinan
yang terjadi di Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar
Lampung.

Bab V: Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan di berikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan
rekomendasi diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan

pemikiran.
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LANDASAN TEORI
A. Perjanjian Perkawinan
1. Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan dibuat oleh kedua calon
mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-
masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang
disahkan oleh pegawai pencatat nikah.*

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh
seseorang untuk membuat pejanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun
kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam
perjanjian perkawinan itu;.menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur
ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk
perjanjian itushukumnya adalah wajibsebagaimana hukum memenuhi
perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan
lebih berhak untuk dilaksanakan.*®

Al-Syaukani menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi
persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan
perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya
sangat sempit. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam

perjanjian dan terikat dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada

%% Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 1.
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 146.
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bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama
membagi syarat itu menjadi tiga:*®

Pertama: Syarat-Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan
kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari
perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik; suami
mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani
kebutuhan seksual suaminya dan istri mesti memelihara anak yang lahir dari
perkawinan itu.

Kedua: Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan
atau yang secara khusus dilarang dilakukan atau memberi mud}arat kepada
pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mensyaratkan tidak akan
beranak; istri mensyaratkan, suami‘menceraikan istri-istri yang lebih dahulu;
suami_mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan
suami memintaistrinya mencari nafkah.secaratidak halal, seperti melacur.

Ketiga: Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan
tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara’ untuk
dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan
memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama
wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi saw yang disebutkan di
atas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang

terlibat atau berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan

% Ibid., 146-147.
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persyaratan tersebut. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi
persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya
batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi
pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk
batalnya perkawinan.*’

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa
perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang
melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya
adalah diperintahkan, sebagaimana yang dijelaskan pada asas-asas hukum

dalam perjanjian.*® Firman Allah pada surat al-Maidah ayat 1:

€ L9220 o A_Eo g .{" /WE/
250l 185 B el Gl

“Hai. orang-orang.. yang beriman penuhilah™ janji yang kamu
janjikan>(QS. al-Maidah [5]: 1)

Firman Allah dalam surat.al-Isra’ ayat 34:
some o S E T a8 E 8 o 4 L £ % g o e g -
,\.@:JL: |539l9 solll 1@;—0.‘.0-\ w"d‘"b 3!/1,;.&;;1\ Ji | 95,85 Y5
_ P
Vs 8 ATy
“Dan penuhilah janji-janjimu karena janji itu suatu yang harus
dipertanggung jawabkan” (QS. al-Isra’ [17]: 34)
Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat

tersebut bertentangan dengan hukum syara’ tidak wajib dipenuhi.

Sedangkan perjanjian untuk tidak berketurunan bertentangan dengan hakikat

" 1bid,. 147.
38 Ibid.
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perkawinan untuk melahirkan keturunan dan menyalahi kehendak Nabi
saw., untuk memperbanyak keturunan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelahmana isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan;

¢. Perjanjian tersebut'mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan (huwelijkvoorwarden),
yang mana antara lain:

a. Persetujuan perjanjian perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis;

b. Perjanjian perkawinan tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan;

* M.Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pertama,

(Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 84.
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c. Sejak pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, isi ketentuan
perjanjian tersebut menjadi sah kepada suami isteri dan juga terhadap
pihak ketiga, sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga;

d. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan
dilangsungkan;

e. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika
perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan unilateral tidak
boleh, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama atau secara
bilateral perubahan dimaksud dapat dilakukan;

f. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana isi ketentuan
perjanjian itu melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.*

Pada Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuktujuan pembuatan

perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139

KUHPerdata« yakni.. persetujuan pemisahan, harta kekayaan dalam

perkawinan®. Perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas

tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut dalam Pasal 35

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap hutang yang dibuat oleh suami

terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal ini banyak menolong pihak isteri
ataupun suami atas tindakan tindakan atau hutang yang dibuat oleh suami,
maka hak isteri tidak ikut tanggung jawab atas hutang tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini bahwa

perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa ke dalam

*0 Ibid., 82.
1 Ibid., 83.
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perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) UU No.1

Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974

menyebutkan:

1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian
kedua belah pihak;

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.*?

Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Bila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum
masing-masing”. Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.l Tahun 1974
hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing
saja, maka dengan-adanya Pasal 29 undang=undang tersebut calon suami dan
calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka
masing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat suami,
harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya suatu
perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para
pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-
syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan

penjelasannya. Perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri harus ada

2 1bid.
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kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum
atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan
dalam membuat perjanjian perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan
dengan memenuhi pedoman Pasal 1320 KUHPerdata.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat
izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap
umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa
izin dan setahu orang tuanya. Pada saat melangsungkan naskah perjanjian
perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para
pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus
cakap melangsungkan perkawinan:

Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu dibuat oleh orang yang
belum mencapaivumur 18 (delapan..belas),tahun atau belum kawin,
sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang
ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pria sudah berumur 19
(sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (emam belas)
tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan
(batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian
untuk membuat perjanjian perkawinan orang-orang itu harus mencapai
genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita

atau sudah pernah kawin.
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Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat
karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang
ditentukan dalam Hukum Islam. Perjanjian perkawinan dibuat tertulis,
kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Hukum Islam
perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan.*®

Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara
tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawali
Pencatat Nikah pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam Pasal
29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi
dalam_ Pasal 67 Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa
pelaksanaannya 'secara efektif, lebih-slanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya belum dapat diperlakukan
secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan
ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Dalam undang-undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan
perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuan-ketentuan
perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (aanvullend recht)
yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan

mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam

* Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
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perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan
kesusilaan.

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis dan
dilangsungkan pada waktu dan sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan
lain, maka suami isteri itu hanya dianggap telah melangsungkan
perkawinan dengan harta bersama. Oleh karena Undang-undang tentang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyimpang persatuan-persatuan harta
perkawinan.**

Apabila dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami isteri maka
menurut  kehendak  mereka terjadilah persatuan/persekutuan harta
perkawinan antara mereka dan sebaliknya apabila di antara mereka tidak
diperbuat suatu perjanjian. perkawinan, maka berlakulah bagi perkawinan
mereka itu dengan harta bersama.

Perjanjian® perkawinan  itu dapat.diubah,_ sebelum perkawinan itu
dilangsungkan. Perubahan itu harus secara tertulis dan baru sah, apabila
disetujui oleh mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka
yang memberi izin atau persetujuan, akan tetapi juga bagi mereka yang
memberikan hibah pada calon suami atau calon isteri. Perjanjian perkawinan
yang disebut pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974, supaya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum kepada
pihak ketiga, haruslah perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan, Apabila perjanjian perkawinan itu tidak disahkan, maka harus

* Pasal 29 dan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
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mempunyai kekuatan hukum bagi suami atau isteri dan tidak mempunyai
akibat hukum kepada pihak ketiga.*

Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh
pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya
perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak
sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Berbagai alasan
dituntut bahwa syarat untuk membuat atau merubah perjanjian perkawinan
itu harus dilaksanakan dengan akta notaris.*

Pada umumnya naskah itu akan menjamin pengaturan yang baik bagi
para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang penting. Dahulu
naskah perjanjian tersebut merupakan suatu jaminan bahwa perjanjian
perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi di
Indonesia tidak demikian, bahwa seorang notaris akan membantu para pihak
yang bersangkutan..pada waktu membuat vakta perjanjian perkawinan
sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan merubah tanggal akta
tersebut seolah-olah perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum
perkawinan itu dilangsungkan.*’

Penting untuk dicatat, ada dua hak yang penting mengenai perjanjian
ini. Pertama, perjanjian perkawinan ini bukan merupakan sebuah kemestian.
Tanpa perjanjian pun, perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan kata lain

perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada

* bid.

“® Ibid.

*" Henry Lee A Weng, Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan (Medan,
Rimbow, 1990), 218.
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pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk
menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai
pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama.

Kedua, berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya
dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari’at.
Mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan:
Setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah
adalah batal meskipun 100 syarat.”® Lebih lanjut ia mengatakan: “Orang-
orang islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali
syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengahramkan yang halal.”

Sebagai contoh dilarang membuat yang isinya tidak boleh mengadakan
hubungan suami istri, tidak ada hubungan waris mewarisi antara suami istri
serta.keduanya harus pindah agama jika akad nikah telah-dilangsungkan dan
sebagainya. Jikahakini terjadi tidak sajasperjanjian perkawinan itu tidak sah
bahkan perkawinanya juga tidak sah.*

Sampai di sini agaknya ada yang perlu didudukkan masalahnya.
Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan, ta 'lig talaq
tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasanya adalah perjanjian yang
termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan
kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta’lig

talaq hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad

*8 Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 33.
%9 penjelasan lebih luas mengenai perjanjian perkawinan dapat dilihat pada disertasi Henry
Lee A Weng seperti yang telah disebut.
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nikah. Ta’lig talag sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak

wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam.*

Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
yang pada Pasal 11 ada pernyataan:

1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum islam.

2) Perjanjian yang berupa ta’lig talag dianggap sah kalau perjanjian itu
diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah
dilangsungkan.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI pada pasal 45
menyatakan bahwa ta lig talag juga merupakan perjanjian perkawinan. Jadi,
tampaknya ada pertentangan antara penjelasan Pasal 29 UU perkawinan
dengan KHI. Mengingat isi ta 'lig talag yang-memuat_perjanjian dan isinya
tidak bertentangan-dengan aturan aturan-agama,maka tegaslah bahwa ta 'liq
talaq tersebut masuk ke dalam katagori perjanjian perkawinan.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri,
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk
mengajukan persoalanya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.
Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta

pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya.

% Henry Lee A Weng, Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan (Medan,
Rimbow, 1990), 218.
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Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar ta’lig

talag, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.™

B. Konsep Qira’ah Mubadalah
1. Makna Qira’ah Mubadalah

Istilah mubadalah pertama kali diperkenalkan oleh Fagihudin Abdul
Qadir lewat bukunya Qira’ah Mubadalah. Mubadalahadalah kata bahasa
Arab: mubadalah (42). Berasal dari akar suku kata “b-d-1” ( J -2 -« ),
yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan
al-Qur’an 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu.
Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan
(mufa’alah) dan kerjasama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna
tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling

menukar satu sama lain.>
Baik kamus klasik, seperti Lisan al-‘Arab karya Ibn Manzhur (w.
711/1311), maupun kamus modern, seperti al-Mu‘jam al-Wasith,
mengartikan kata mubadalah untuk tukar menukar yang bersifat timbal balik
antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata “badala-mubadalatan”
digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang
lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering

digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.*?

*! Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 162-163.
>? Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 59.
> Ibid.
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Dalam kamus modern lain, al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Rohi
Baalbaki, kata mubddalah diartikan mugabalah bi al-misl. Atau
menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke
dalam Bahasa Inggris ke dalam beberapa makna: reciprocity, reciprocation,
repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sementara
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari
mubddalah dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan
makna timbal balik”.>*

Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dalam buku ini akan
dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi
tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan,
kerjasama, kesalingan, timbal-balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi
antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang
tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas.”

Namun dalam buku ini, pembahasan mubadalah lebih difokuskan pada
relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi
yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip mubadalah, dengan
demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi,
prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain.

Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan

** 1bid.
> bid.
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anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi
keluarga bisa antar anggota komunitas, atau antar warga Negara.®

Tetapi, dalam semua jenis tersebut, kuncinya adalah relasi antar
perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, istilah
mubadalah juga digunakan untuk sebuah metode interprestasi terhadap teks-
teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai
subjek yang setara.”’

Fagihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Fagih merupakan
cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam
diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai mubadalah
atau diartikan sebagai kesalingan. Mubadalah lebih lanjut berkembang
dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam
berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya
yang sejenis.>®

Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih
luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid,
mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. Hubungan kesetaraan ini
mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam
sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan
kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu

dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola

*% bid., 60.
57 Ibid.
*8 1hid.
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dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan
kerja sama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan.*®

Kemungkinan mubadalah adalah untuk menjamin keadilan dan
kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong
adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya
tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara
ruang rumahan tidak hanya dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada
publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan
untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.®’

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan redaksi
umum, yang menginspirasi pada kesalingan dan kerja sama dalam relasi

antara manusia,

2 a a R a

-"'::se:::::~V§4 o ws JoemK 3-:::::-1\\ 3
() Y, jzd)-\

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha waspada.” (QS. al-Hujurat:13)
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Ibid.
% M. Afiqul Adib, Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan
Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan
Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 2, 2021, 178
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya. ” (Q.S.Al-Maidah: 2)

Las: Q,» [51;3 3.1>3 uNe:ii::-g,'e; > v_ia,k} s 3 ‘j A Jus P gg

O ;\MJ\) L (,5 le.cu\f«l)\ u\ = TS

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.” (QS. al-Nisa’:1)

Ketiga ayat di atas adalah contoh bagaimana relasi kesalingan,
kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-Qur’an; ketiganya
memberikan inspirasi.yang jelas mengenai pentingnya relasi‘kerja sama dan
kesalingan-antara manusia. Termasuk didalamnya adalah relasi antara laki-
laki dan perempuan.®

2. Konteks Gagasan dan Konsep Mubadalah

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah yaitu sosial
dan Bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih
banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam masyarakat dalam

memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur Bahasa Arab,

sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan

®' Lukman Budi Santoso, “Eksitensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah
terhadap Counter Legal Draf Kompilasi Hukum lIslam dan Qira’ah Mubadalah®, Jurnal
Perempuan Agama dan Gender, No. 2, Vol.18 (2019), 113.
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perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam
bentuk tunggal maupun plural.®?

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tidak bisa dipungkiri,
bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara
pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia
kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki saleh yang dijelaskan di
bagian pendahuluan tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal
kesadaran laki-laki. la seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan
laki-laki dan memenuhi harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek
tidak dipertimbangkan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga
sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir
laki-laki sebagai orang kedua.®®

Kedua, faktor bahasa. Sebagaimana diketahui, Bahasa Arab sebagai
media yang digunakan al-Quran adalah.Bahasa,yang membedakan laki-laki
dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik kata benda, kata
kerja, maupun kata ganti. Dalam semua bentuk kata dan kalimat ini, redaksi
arab untuk perempuan harus dibedakan dari redaksi laki-laki. Sekalipun
suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin, seperti meja dan kursi maka

tetap harus diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki (muzakkar)

atau perempuan (muannas).®

®2 Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 104.
® Ibid.
® Ibid., 111.
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3. Premis Dasar Qira’ah Mubadalah

Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerja
sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik yang lebih
luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi
terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan
nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah pemaknaan, disebut gira’ah
mubadalah, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-
laki dan perempuan dalam semua ayat, hadis, dan teks-teks hukum yang
lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki
sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.®

Premis dari metode mubadalah ini karena adalah bahwa wahyu Islam
itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, teks-teksnya menyapa
mereka berdua. Hukum-hukumnya pun.datang .untuk memberikan
kemaslahatansbagimereka keduanya,~bukansysalah satunya, baik untuk
kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks
atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis
kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna, jika di dalam
teks masih implisit, untuk kemaslahatan perempuan. Begitu pun jika baru
eksplisit untuk perempuan, maka ia (yang masih implisit dalam teks) harus
dikeluarkan untuk laki-laki.”®

Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar

berikut:

® bid., 195.
% bid., 196.



42

a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya
juga harus menyasar keduanya.

b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan,
bukan hegemoni dan kekuasaan;

c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar
memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja
interpretasi.®’

. Tujuan-Tujuan Pernikahan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa
materil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu
mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan
hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka
akanusulit untuk. memastikanya agar bisadirawat.sepanjang kehidupan
berumah tangga.®® Uika merujuk padaSlifat'@S. al-Rum [30]: 21, yang
berbunyi:

2 _=- //// L7 e }}’/w P /’E’} }is\u A _ - 96,. VA
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“"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum [30]: 21)

G
AN

7 Ibid.
%8 1bid., 333.
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Berdasarkan ayat di atas, maka manusia secara umum cenderung
mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman
(sakinah) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap
akan merasa tentram denganya, nyaman untuk memadu cinta kasih
(mawaddah wa rahmah), dan mudah mencapai kebahagian dalam
mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga, secara mubadalah,
terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh
ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi
suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.®®
. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama
oleh pasangan suami-istri‘diibaratkan. visi bersama, maka diperlukan pilar-
pilar.yang menyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan
nyata merekag'Yang-menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini, jika merujuk
pada ayat-ayat al-Qur’an, adalah lima hal, yaitu sebagai berikut:

a. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah swt.,
(misagan ghalizan), hal ini didasarkan pada QS. al-Nisa’ [4]: 21

2 2 . A8 B
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang
kuat.”

% bid.
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b. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (zawaj), hal ini didasarkan pada

QS. al-Bagarah[2]: 187
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“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian
bagi mereka...”

Dan pada QS. al-Rum [30]: 21,
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum,yang berfikir. ”

e

¢. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan taradinshal ini didasakan

pada QS. al-Bagarah [2]: 233)

oo Lol 2B M 5las3 L o3 o WLas 3151 L.
“..Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

’

kerelaan keduanya dan permusyawaratan...’

d. Saling memperlakukan dengan baik (mu asyarah bil ma’ruf), hal ini

didasarkan pada QS. al-Nisa’ [4]:19.

. B> 37 ﬂ’q E
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“..Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”
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e. Kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah), hal ini didasarkan

pada QS. al-Bagarah [2]: 233."

& . p
o Ul 765 506 55 Wi o135 o WLas 3051 ..
“...Apabila keduanya ingin/menyapih (;ebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan...”

Jika lima pilar ini dipraktikan secara kokoh dan berkesinambungan, visi
dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati
bersama.

Di antara lima pilar ini, yang paling kentara sebagai etika puncak dari
pernikahan adalah yang ketiga, yaitu mu 'asyarah bil ma ruf. Pilar ketiga ini
menjadi ruh utama bagi pilar-pilar yang lain dan semua ajaran serta aturan
terkait dengan relasi suami dan istri."

Pertama, (QS. al-Nisa’ [4]: 21) mengingatkan-bahwa perempuan (istri)
telah menerima perjanjian yang kekoh (misagan ghalizan) dari laki-laki
yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak
dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Ikatan ini harus
diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-
sama. Karena itu, al-Qur’an menyebutnya ikatan yang kokoh sebagai

pengingat agar ia harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang

kehidupan pernikahan.”

0 Ibid., 343.
" bid.
2 1bid., 344.
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“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.
Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu
akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain
(sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil
perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu‘ (QS. al-Nisa’ [4]: 20-
21).

Kedua, pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan
adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri, artinya, istri adalah
pasangan (zawj), yang.artinya adalah pasangan (zawj) suami dan suami
adalah pasangan (zawj) istri. “Prinsip  berpasangan juga sangat baik
digambarkan oleh-ungkapan al-quran bahwa suami adalah pakaian istri dan
istri adalah pakaian stami, atau hunna libasun lakum wa antum libasun
lahunna (QS. al-Bagarah [2]: 187)."

Ketiga, pilar ini adalah turunan dari kedua pilar pertama, yaitu sikap
untuk memperlakukan satu sama lain secara baik (mu’asyarah bil ma ruf)
sikap ini, sebagaimana sudah dijelaskan, adalah etika yang paling
fundamental dalam relasi suami-istri. la juga menjadi salah satu pilar yang

bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan

3 1bid., 347.



47

bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah
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“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang
nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu
tidak menyukai mereka,(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya.” (QS. al-Nisa’[4]:19)

Keempat, pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan
saling bertukarpendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan
kehidupan rumah tangga (QS. al-Bagarah [2]: 233).suami atau istri, tidak
boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala
sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh
langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan
pasangan.’

Kelima, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi

kenyamanan kepada pasangan. Dalam Bahasa al-Qur’an adalah taradin min-

" 1bid., 349.
’® 1bid., 351.
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huma, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak. Suami dari
istri, dan istri dari suami.”
. Problem Krusial Relasi Pasturi: Poligami dan Perceraian

Pada perspektif mubadalah, poligami bukanlah solusi dalam relasi
pasutri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan.
Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan “poligami yang sulit adil”
(QS. al-Nisa’ [4]:129) yang diapit nusyuz (QS. al-Nisa’ [4]:128) dan
perceraian (QS. al-Nisa’ [4]:130). Artinya, sebagaimana nusyuz dan
perceraian, poligami adalah problem krusial dalam sebuah relasi suami-istri.
Karena ia menjadi problem, maka al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat
adil (fa in khiftum alla ta’dilu), meminta satu istri saja jika khawatir tidak
adil (fa wa hidatan), dan bahkan menegaskan monogami ‘sebagai jalan yang
lebihiselamat (adna) dari kemungkinan berbuat zalimg:sebagaimana dalam

QS. al-Nisa4]:3):""
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“Dan jika kamu tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim
(perempuan, jika kalian nikahi mereka, karena mereka lemah dan tidak ada
yang membela), maka nikahi saja perempuan-perempuan lain, bisa
dua,tiga,atau empat. Tetapi, jika kalian takut tidak mampu berbuat adil
(dengan menikah lebih dari satu perempuan), maka nikahilah satu
(perempuan) saja. Karena hal itu (menikah satu prempuan) lebih dekat

7% 1bid., 355.
" bid., 419.
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untuk tidak berbuat aniaya (kepada para preempuan dan anak-anak).” (QS.
al-Nisa’[4]:3).

Ayat poligami di atas memiliki empat penggalan, yaitu menjauhi
penzaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka; tetapi
menafkahi perempuan lain bisa dua, tiga, atau empat; itu pun kalau khawatir
tidak adil, satu istri saja; karena satu istri lebih dekat untuk tidak zhalim atau
berperilaku buruk. Keempat penggalan ini ada dalam satu napas ayat yang
biasanya menjadi dasar kebolehan poligami. Padahal, kebolehan ini dipagari
olen tiga penggalan lain terkait keadilan dan kewaspadaan dari
kemungkinan berbuat zalim, dalam kaitanya dengan perspektif gira’ah
mubadalah terhadap narasi poligami-monogami, ada tiga poin yang perlu
disampaikan,® yaitu:

Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia, serta para
pelakunya akan dicintai Allah swt., maka tidak saja perempuan yang
dituntut bersabar dari'suami yang ingin-atau sudah poligami. Harusnya, juga
suami atau laki-laki dituntut bersabar dan tidak memilih poligami agar
menjadi orang yang mulia dan dicintai allah swt. Begitupun, jika kesetiaan
adalah sesuatu yang baik dalam islam, maka tidak hanya perempuan yang
dituntut setia dan melayani suami, tetapi juga laki-laki dituntut hal yang
sama untuk setia dan melayani istrinya, kesabaran dan kesetiaan adalah nilai

yang universal. la baik dan berpahala dilakukan oleh siapa pun.”

8 1bid., 421.
2 1bid.
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Kedua, bahwa perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak
poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (dar 'u
al-maftasid), yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik yang
bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Basis ini sesuai dengan
anjuran al-Quran untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran.®

Ketiga, bahwa perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya
memaksa poligami. Tidak seperti narasi selama ini, di mana perempuan
diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai suatu yang
tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap
melanggar tuntunan sebagai istri solihah yang dijanjikan surga kelak di
akhirat. Semua narasi ini (melarang cerai akibat poligami) sama sekali tidak
disebutkan di dalam al-Qui’an.®

Dalam QS. al-Nisa’[4]: 128-130, al-Qur’an secara tegas dan jelas
memberi kesempatan-kepada perempuan-untuksmenceraikan suaminya yang
berpaling (nusyuz) kepada perempuan lain lalu berkeinginan menikahinya
(bisa secara poligami). Dan perceraian ini, menurut al-Qur’an, bisa jadi
justru akan membuat perempuan lebih mandiri dan tercukupi.®

Maka menurut Fagihuddin secara literatur, poligami memang
disebutkan didalam Al-Qur’an namun tidak dapat hanya dipahami secara
kontekstual saja. Memahami Al-Qur’an memerlukan ayat lain sebagai

pendamping, juga memahami kaidah-kaidah bahasa, dan ilmu yang dapat

8 bid., 422.
& 1hid.
8 hid., 423.
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membantu untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut yang sebagaimana telah
dilakukan oleh ulama-ulama tafsir terdahulu.®

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam
hukum Islam membuat perjanjian perkawinan hukumnya mubah, meskipun
di dalam al-Qur’an dan hadis sendiri pun tidak dijelaskan secara langsung.
Jika perjanjian tersebut dibuat dengan klausa melarang pihak lain (dalam hal
ini suami) untuk tidak mempoligami isterinya, hal itu diperbolehkan namun
yang perlu ditekankan ialah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Dan setelah perjanjian itu dibuat maka keduanya diwajibkan untuk menepati
isi perjanjian tersebut.®*

Sedangkan dalam perspektif gira’ah mubadalah, bahwa perjanjian
perkawinan dengan melarang suami berpoligami sejalan ‘dengan penjelasan
hukum Islam di atas, dan yang perlu ditegaskan kaitannya dengan teori ini
bahwa yang.menjadi-pilar penyangga.visi kebaikan dalam berumah tangga
terdapat lima pilar, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai
amanah dari allah swt, prinsip berpasangan dan berkesalingan, perilaku
saling memberi kenyamanan/kerelaan, saling memperlakukan dengan baik,
dan kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah). Jika lima pilar ini
dipraktikan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan

berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.®

® Hanif Al, Fauzi Nur, and Abdul Qodir Zaelani, “Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah”
3, no. 2 (2022): 93-108.

* Ibid.

* Ibid.
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